BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAM™ PTIPATI KATINGAN
NOMOR TAHUN 2023

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah
Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu ditetapkan
Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagai landasan
operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024;

1.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan,
Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau,
Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau,
Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di
Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4 180);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286} sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-
19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau
Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Unda:
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20:
Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republ
Indonesia Nomor 6485);
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem
Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus
Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka
Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6841);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757};

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentans
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepa
Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu
2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republ:
Indonesia Nomor 4028);
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Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4972), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah
Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada
Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6177);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan Dana Transfer ke Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tente
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Neg:
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambah
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
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Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 754);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah
serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana
Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1067);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018
tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib
Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan
Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan,
Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran,
dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan
Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
{Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021
tentang Tata Cara Evaluasi Ranicangan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancang -
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubah
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah {Berita Nege
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
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23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2024,

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Katingan.

2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Katingan.

3. Pendapatan Daerah adalah hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai
kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

4. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui
sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran
berkenaan.

5. Pembiayaan Daerah adalah setiap yang perlu dibayar kembali dan/atau
pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran
berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

6. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke Kas Daerah.
Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah.

7. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh
orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-
Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan
digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran

rakyat.

Pasal 2

APBD terdin atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan
Daerah.

Pasal 3

Pendapatan daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar
Rp1.505.381.075.534 yang bersumber dari :

a. Pendapatan Asli;

b. Pendapatan Transfer; dan

¢. Lain - lain pendapatan daerah vang sah.

Pasal 4

(1) Anggaran Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam pas: 3
huruf a direncanakan sebesar Rp117.959.495.534 yang terdiri atas:
a. Pajak Daerah;
b. Retribusi Daerah
¢. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;

(2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanak
sebesar Rp49.876.586.982
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(3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan
sebesar Rp6.556.973.058

(4) H.asil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ direncanakan sebesar Rp20.192.215.980

(5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp41.333.719.514

Pasal 5

(1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a
direncanakan sebesar Rp49.876.586.982 yang terdiri atas:

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Pajak Hotel

Pajak Restoran

Pajak Reklame

Pajak Penerangan Jalan

Pajak Air Tanah

Pajak Sarang Burung Walet

Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2); dan,

. Bea Perolahan Hak Atas Tanah Bangunan (BPHTB);

(2) Pajak Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan
sebesar Rp6.556.973.058

(3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 huruf ¢ direncanakan sebesar Rp20.192.213.980

(4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 huruf d direncanakan sebesar Rp41.333.719.514;

P TR a0 op

—.

Pasal 6

Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah dimkasud dalam pasal 4 huruf d
direncanakan sebesar Rp50.000.000 yang terdiri atas:
Pendapatan Hibah sebesar Rp50.000.000

Pasal 7

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar
Rp1.592.124.885.638 yang terdiri atas:

Belanja operasional;

Belanja modal;

Belanja tidak terduga; dan

Belanja transfer.

Ao o

Pasal 8

(1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf
a direncanakan sebesar Rp993.847.263.922 yang terdiri atas:

Belanja pegawai;

Belanja barang dan jasa;

Belanja bunga;

Belanja subsidi;

Belanja hibah; dan

Belanja bantuan sosial.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanak:
Rp492.384.917.556

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
direncanakan sebasar Rp392.605.509.720

~0 a0 TP
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(4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan
sebesar Rp2.080.150.000

(5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan
sebesar Rp102.780.826.310

(6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f
direncanakan sebesar Rp3.995.860.336

Pasal G

(1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b
direncanakan sebesar Rp369.624.738.192 yang terdiri atas :

Belanja modal tanah.

Belanja modal peralatan dan mesin.

Belanja modal bangunan dan gedung.

Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.

Belanja modal aset tetap lainnya; dan

Belanja modal aset tidak terwujud;

(2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp1.500.000.000

(3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp93.296.054.030

(4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ direncanakan sebesar Rp163.249.625.540

{5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf d direncanakan sebesar Rp111.211.937.622

(6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf e direncanakan sebesar Rp16.331.000

(7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat {1) huruf e
direncanakan sebesar Rp350.790.000,

~o a0 o

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf ¢
direncanakan sebesar Rp10.000.000.000

Pasal 11

(1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d
direncanakan sebesar Rp218.652.883.524 yang terdiri atas :
a. Belanja bagi hasil; dan
b. Belanja bantuan keuangan

(2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp2.230.692.724

(3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf b
direncanakan sebesar Rp216.422.160.800

Pasal 12

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2024 terdiri atas:
a. Penerimaan pembiayaan; dan
b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13

(1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
huruf a terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggar
sebelumnya direncanakan sebesar Rp86.743.810.104
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(2) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12

guruf b terdiri dari Penyertaan Modal Daerah yang direncanakan sebesar
p.-

Pasal 14

(1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja
daerah  mengakibatkan terjadinya  surplus/ (defisit}  sebesar Rp
(86.743.810.104)

(2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap
pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp86.743.810.104

Pasal 15
Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Katingan ini terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi menurut
Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan,
belanja dan Pembiayaan;

2. Lampiran II Penjabaran APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi, Program Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok,
Jenis Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan,

3. Lampiran Il | Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran
Hibah;

4. Lampiran IV | Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran
Bantuan Sosial

5. Lampiran V Daftar Nama Penrima, Alamat Penerima, dan Besaran
Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran
belanja bagi hasil,

7. Lampiran VII | Rincian Dana Otonomi Khusus menurut urusan
pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub
kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek
pendapatan, belanja dan pembiayaan,;

8. Lampiran VIII | Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan
Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan
Gas Bumi) menurut urusan pemerintahan daerah,
organisasi, program kegiatan, sub kegiatan, kelompok,
Jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja dan
pembiayaan,

9. Lampiran IX | Rincian Dana Tambahan Infrastruktur menurut urusan
pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub
kegiatan, kelompok, jenis objek, dan rincian objek
pendaptan, belanja dan pembiayaan;

10. Lampiran X Sinkronisasi kebijakan pemerintah Kabupaten
Katinganpada daerah perbatasan Dalam Rancangan Perda
tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran
APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 16

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan
dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan ki
perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundangan- undangan.
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Pasal 17
Peraturan Bupati Katingan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati Katingan dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

™. 1 - -
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